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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR l/ TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEI.OLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAI(AT NAWANGSASI

KAE}UPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk mela}sanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

l,ayanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Nawangsasi Kabupaten Musi Rawas.

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja Di

Sumatera SeLatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tEntang

Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengaa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pen)'usunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturarr Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daeral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran

Daerah Kabupaten MuEi Rawas Tahun 2016

Nomor 1O).

4.

5_

6.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOT A BADAN

I.AYANAN UMUM DAEMH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT NAWANGSASI KAE}UPATEN MUSI RAWAS.

BAEI I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini yang dimaksud dengal:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
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8.

g.

5. Kepala Dinas Kesehatan yallg selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

7.

Pusat Kesehatan Masyaralat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Nawangsasi'

Unit Pelaksana Te}nis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD da.lam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenalgan Daerah'

Fasilitas PeLayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untuk menyeleuggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilalukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatal

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif daJl preventif, untuk mencapa.i derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Badan t ayaJlajl Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

bamng dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungal dan dalam

melakul<an kegiatannya didasarkan pada prinsip

elisiensi dan produktivitas.
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t2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

r.ntuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuanga-n

daerah pada umuEnya.

Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas'

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honoradum, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

Kepala adatah Kepala Puskesmas Nawangsasi.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaal

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yaJrg berlaku

umum.

Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahal,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemtrlihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang s€lanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan'

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem'

Investasi adaLah pengeluaraa untuk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningfutlan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat'

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukal

upaya kes€hatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kine{a operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan ua-ng BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayara-n

26, Pendapatan adalah semua penerimaa[ dalam b€ntuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD'

2t.
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24.

27.

29.

30.

Biaya adalah sejumlah pengeluaxa.lr yartg menSurang

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan opcrasional BLUD'

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen Frencanaan bisnis

dan penganggaran tahrman yang berisi program,

kegiatan, taqet kinerja, dan anggaran BLUD'

Dokumen Pelaksanaan Ang8gran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLI D adalah dokumen

yang mcmuat pcndapetan dan biaya, proyeksi arus

kas, junlah drn kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan scbegai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLtiD.

Rencana Strategis Bisnis yang sela4iutnya disingkat

Renstla Bisnis BLUD adalah dokumen 5 0ima)

tahunan yang mcmuat visi, misi, program strat€gis'

pengukuran pencapeian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

Standar Felayanan Minimal yang sclanjutnya

disingkat SPM adalah sPerifik'si teknis tentang tolak

ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepa.da masyarakat.

Basis akrual adalah besis akuntansi yang mengakui

pengaJuh transaksi dan peristiwa lainnya pa.da saat

pclayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kag

atau setara kas ditcriEa atau dibayar.

hahik bisnk yang s€hat adal,ah penyelengaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dslam rangka pemberian

l,ayanan yang bermuht dan berkesinambungan.

31.

32.
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34,

35.

Satuan pengawas internal edalah Perangkat BLUD

yang bertugas melakukan Pengawasan dan

pengendalian internal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkat&an kinerja

pelayanan, keuangan, dan pengaruh lftEkungen

sosial sekitamya (sociat resPottsib@ dalam

mcnyelengarakan bisnis sehat.

Iaporan keuangan konsolidasian adal,ah suatu

laporan keuangan yang meruPakan gabungan

kescluruhan laporan kcuangan cntitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KELOIA

Bagian Kesatu

Identitas Puekesmas

Pasal 2

Puekesmas Nawangsasi merupalon Puskesmas Rawat

Inap yang terletak di Jalan Kartini De3a Nawangsasi

Kecsmatan Tugumulyo Kabupatcn Musi Rawas,

Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Viei, Misi, Nilai-Nilai dan Prdnsip-Prinsip Tata Xelola

Pasal 3

(l) Visi Puske8 nas Nawengsasi adalah:

SALUT dalarn sukses dsfam

pcmberdayaan.

(2) Misi Puskesmas Nawangsasi adalah:

a. menggerakan pembangunan berurawasan

kesehatan

b.memberdayakan masyarakat dengan segenap

inftaktrukstur di dafamnya serta institusi lintas
program dan lintas seldor pada program

pembangunan di bidan kegchatan.

L_lqFr'!!. i.:.)r:.
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(3)

c. mengembangkan Program ke8€hatan terpadu lintas

program dan lintas scktoral rcrtradap sasaran

program kesehatan yang di validasi secara periodic.

d. memberikan peLeyanan kcschatan yang bermutu,

merata dan terjanglau bagi seiuruh lapisan

maqrarakat,

e.menyelenggarakan system informasi puskcsmas

yang bermutu.

Nilai-nilai yang dianut ol,eh Puskesmas Nawangsasi

adalah:

a. Senyum;

b. Amanah;

c, Lincah;

d. Ulet;

e, Trampili

Prinsip-prinsip Tata lGlola antara lain:

a. 'Ilansparansi;

b. Akrmtabilitas;

c. Responsibilitas; dan

d. Independensi.

Bagien Ketiga

\iuan, Tugas dan Fungsi Pusk6mas

Pasd 4

Puskesmas Nawangsasi merupa&an Unit Pelsksana

Teknis Dinas Kesehetan Kabupatcn Musi Rswas,

Paaal 5

(1) Tlrjuan deri Puskeemas Nawangsasi:

a. mcwujudkan rresyarakat yang memiliki perilaku

schat yang meliputi keEada.ran, kea:auan, dan

kemampuan hidup sehat;

b. mewqiudkan masyarakat yang Erampu

mcnjangkau pelayanan lcE€hatan berrDutu;

(4)
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mewujudkan Easyarakat yang hidup dalam

lingkungan sehat; dan

d. mewujudkan masyarakaat yang memiliki derajat

kesehatan optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan masYaralat'

(2) Puskesmas mempunl'ai tugas melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencaPai tujuan

pembanSunan kesehatan di wilayah kerjanya

dalam ranglia mendukung terxmjudnya

kecamatan schat.

(3) Dctorn melaksanakan hlgas scbaBaimsna dinsksud

dalam Pasal 2, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan tKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagisn Keempat

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah pemilik

Puskesmas Nawangaasi.

Pasal 7

(l) Bupati sebsgai pimpinan Pemerintah Dacrah memiliki

kewajiban scbagai berikut:

a, menjaga pelayanan Puske8ma$ aaar masyarakat

tetap memiliki akscs pada pelayanan kesehatsn;

b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas

scbagei bagian dari pelayanan umum;

c. mengembangkan Puskesmas sesuai dcngan

perkembangan ilrnu dan teknologi;

d. melengkapi tcnaga, earana dan praaarana

Puskesmas dalam rangka meningkatlan mutu

pelayanan; dan

e. melakukan pembinaan dan pengawaean kepada

hrskesmas BLUD melalui Dinas Keschat{t.



Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungiawab:

a. terhadap kemajuan darr perkembangan

Puskesmas sesuai dengal harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defisit alggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaan yalg

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggundawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf hrskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah,

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memitki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikar Pejabat Pengelola

dsr Pejabat Stmktural;

c. menga-ngkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja

Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e, menyetqlui dan mengesahkaa Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenangaa lain sesuai peraturan perundang-

undangan.
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BAB M

SUSIJNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Strukhrr Organisasi

Pasal 10

(f) organisasi Pus&esmas Nawangsasi terdiri:

a. Kepala Puskesmas;

b. Kcpafa sub Bagian Tata Usaha;

c. Fenanggungiawab Upaya feschatan Magyarakat

firor);

l2l

(3)

d. Penganggungia{ab UPaYa

Pertcorangan (UKfl ; tlan

Kesehatan

e. Penanggpngiawab jaringan pelayanan Pus&esmaB

dan Jejaring fasilitas pelayanan keschatan.

Bagan struktur organimsi sebsgaimana dimaksud

dalam paeal f0 ayat (f) tercantum dalam lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Kepal,a Puskesnras merupakan s€orang Tenaga

Keschatan dengan kriteria scbagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rcn&h sadana (S1) dan

oemiliki kompetcnsi rnsnajcmcn kesehatan

masyaral€t;

b. Dasa kerja di Puskcsmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemcn Pua&csmag.

Kepala Puskesmas bcrtanggungisnab atas scluruh

kcgiatan di Puskesmas.

Dalam melaksanal€n tanggung jawab KePala

Puskcsmas merc[canakan dan mengusulkan

kcbutuhan sumber daya Puskesmas kePada Dines

IGsehatatr Kabupaten.

Kepata Sub BsSian Tata UEaha, membawahi bcberape

kcgiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas'

kepegawaian, rumah tangga' dan keuangan.

(4)

(5)

(6)
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(7) Penanggungiawab UKM Escnsial dan KePerawatan

membawahi:

a. pelayanan promosi keschatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bcrsifat UKM;

e. pclayanan penccgahan dan pengendalian

penyakit; dan

f. pclayanan kepcrawatan keschatan EAsryarakat.

(8) Fenanggunglawab UKM Pcngpmbangan meobawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan lGschatan Gigi Masyarakat;

c, pelayanan Kesehatan Tredisiond KomPlemcnter;

d. pelayanan Ke8chatan Olahraga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f. petayanan lGschatan Lgrrsia;

g. pelayanan Kesehatan Kerja; dan

h. pelayanan Kesehatan LainnYa.

(9) Penanggungiawab t KP, Kefarmasian, dan

Isboratorium membarahi beberapa kegiatan' yaitu:

a. pelayanan Pemeriksaan umum;

b, pel,ayanan kesehatan sigi dan mtllut;

c. pelayanan KIA-KB lrang bcrsifat t KP;

d. pelayanan gawat damrat;

e. pelayanan sizi yang bcrsifat UIQ
f. pelayananpersafinan;

g. pelayanan rawat inaP;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan

j. pclayanan rawat jal,an.

(1O) Jaringan Pclayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membewahi:

a. puskesmas pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan desa; dan

d. jejaring fasilitas pelayanan kes€hatsn.

, FAr!lr l_')C _,. '^ -l

r il l,_*-.-_r__l__l
till..-"__ +t ,-. 5

t2.



(11) Puskesmas mcnyelenggarakan uPaya kcsehatan

masyaralat tingkat Pertama dan upaya keschatan

perscorangan tingkat Pertama.

(12) Upaya kcsehatan dilal.sanqkan secara terintegrasi

dan berkesinambun8ian.

Bagian l(edua

Pejabat Fengelola

Pasd 11

(U Fejabat pcngelola BLLrD tcrdiri atas:

a. Pemimpin BLUD;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknie (penangung jawab progrard.

Bagian Ketiga

PengangLatan Pejabat Fengelola

Pasal 12

(U Pejabat pengelola BLUD dianikat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pemimpin BLUD Msnggung jawab kepada Bupa.ti

melalui kepala Dinas Kcsehatan.

(3) Fejabat Keuangan dan Pejabet Teknis BLUD

bertanggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

Bagien IG€mPat

Persryaratan Sebagai Pejabat pengclola

Pasd f3

(1) Fcngangkatsn dsb'n jabatan dan pcnempatsr

pejabat pengelola BLIID sebagaimana dirrakaud peda

pasat 12 ayat (U, diEtapkan bcrdasarkan kompetcnsi

dan kebututran pral<tik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana di'n'kBud dalam ayat (1)'

merupakan kemampuan dan keablian yang dimiliki

oleh pcjabet pcngelola BLUD beruPa pengotahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pehfrsanaan tugas dan jabatannya.

l
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(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dimsksud dala.m ayat (1), meruPakan kepentingan

BLUD untuk meningkatkan kinerja keuanggn dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemcn yang baik.

Pa3al 14

(U syarat untuk dapat diarEkat menjadi Pemimpin

Puskeslras BLIrD adalah:

a- tenaga kesehatan Strata-l yang mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepcmimpinan,

dan diutamakan pcngalsman di bidang

Puskcamas BLt D;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi ulttuk

mengembangkan usaha guna Lemandirian

Pusk6mas BLUD;

memenuhi syatat adminbtrasi kepegawaien dan

kualitrkasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang bcrasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan tt and prqer tf, ).

e. rnasa ke{a di Puskes as minimal 2 (dua) tahtm;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat kcuangan

adalah:

a. memerruhi kritcria

kepemimpinan;

keahlian, intcgritas,

b. berlatar belel(ang pendidikan sarjana, diutamalan

bidang keschatsn, ekonomi, dan alnmtanei;

c. pejabat keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puekesmas minimal 2 (du4 ahun;
e. berkelakuan baik darr memiliki dedikasi untuk

mengembargkan usaha guna kemandirian

keuangan;



h.

cakap mcl,akukan perbuatan hukum dan tidak

pemah menjadi pcmegang keuangan pcrusahaan

yang dinyatel€n pailit;

memenuhi syarat adoinitrasi kepcgewaian dan

kualifikasi jabatan; dan

diutamakan mempunyai tratar bclakang

pendidikan peling rendah D3 dan mempunyai

pcngalaman di bidang keuangan atau akuntanai

dan keadministrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kriteria keahfian, integritas,

kepemimpfnan;

b- berkclakuan beik dan memiliki dedikasi untuk

mengembangkan kegistan teknis di bidangnya;

c. memcnuhi syarat administasi kepegawaian dan

kualifkasi jabatsn; dan

d. diutanakan mcmpunyai latar bclakang

pendidikan paling rendah D3 dan mernpunyai

pengalartan di bidang tcknis yang menjadi

tangungiasabnya.

Bagian felima
fanggung Jawab Fejabat Fcngelola

Paeal 15

(11 Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap

operasional dan lreuangan BLUD secara umum.

(2) Pejabat lcuangian BLUD bertanggung jawab terhadaP

keuangan BLUD.

(3) Pejabat Teknis BLUD bertangung jawab tcrhEdaP

mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumber da1'a manusia, dan peningkatsn

sumber daya trainnya.



Bagian Keenam

Hak dan Kec'ajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasa.l 16

Pejabat pengelola mempunyai hak:

(l) Mcndapattan remunerasi sesuai dcngan ketentuan

pcraturan pcrundang-undangan dan kemampuan

keuangan daerah;

(2) Mengelola Bumberdaya scsuai dengan fleksibilitas

yang diberikan oleh Bupati.

Pesal 17

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dirncksud dalam Pasal

11 ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mcngarahkan, rncmbina, mcnga*asi,

mcngendalikan, dan mengcvaluasi

pcnyclenggaraan kegiatan BLLrD;

b. menlrusun r€nstra bisnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat teknis kepada kepa.la daerah sesuai

ketentuan;

e. menctapkan pejabat lainnya sc8uai kebutuhan

BLLrD Belain pejabat yang telah ditetapkan d€ngan

peratuan perundang-undangan; dan

f. menyampa.ikan dafl mempert€nggungiawabkan

kincrja operasional serta keuangan BLUD kepeda

Bupati.

(2) Fejabat keuangian BLUD sebagaimana dimaksud

dalam paeal 1l ayat (b), mempunyal tugBs d"an

kewajiban:

a. aengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. mel,akukan pengelolaan pcndapatan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukanpengelol,aanutang-piutang;

.-*----.*""--_-
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menrusun kebliakan pengelolaan barang' aset

tetap, dan investasi;

menyelenggarakan sistem informasi manajcmen

keuangan; dan

akuntansi dan PenYua.rnan

traporan keuangEn.

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimakeud dalam pesal l0
ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. men rusun perencanaan kegatan tclmis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan tcknis sesuai RBA; dan

c. mempcrtangunglawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

_ BaSisn Ketujuh

larangan dsn Pemberhentian Pejabat Pengglola dan

Fegawai

Pasd 18

L€rangBn pejabat pcngelola dan/atau pcga$'ai BLUD non

PNS Bebagsi berikut:

a. melakukan tindakan yang daPat menurunkan

kehormatan atau martabat Pemerintah kabupaGn;

b. menyalahgunakan w€wenang;

c. Menjadi pcrantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kcwenangan orang hia;

d. meniliki, menjual, membeli, mengadaikan,

mcnyewakan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik pemerintah kabupaten sccara tidak

sah;

h.



8.

h.

l.

melakukan kcgiatan bcrsama dengan atasan, ternan

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kcrjanya denggn tujuen

untuk keuntungan Pribadi, Solongan, atau pihak lain'

l/ang Becara fangsung atau tidak l,angsung merugikan

pcmerintah kabupaten;

melaln:ken suatu tindalgn atau tidak metrakukan

suatu tindalqn yang dapa.t menghalangi atau

mempersulit sslah satu pihak yang dilayani sehinSSa

mengekibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghatangi berjalannya tugas kdinasan;

mcncalonkan diri sebagai cslon

daerah/DPR/DPD/DPRD;

kepala

ikut serta dalan LFm!'anye calon Prcgiden/Waul

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

memberi dukungan kepada calon Kepafa

Daerah/Wakil Kepala daerah' dengan cara terlibat

dalam keSiatan ker''panye.

j.

Pasal 19

(1) Pejabat PenSel,ola Puekesmaa

karEna:

a. mcningal durtia;

b. berhafangan secara tetep

berturut-turut;

BLUD diberhentikan

selama 3 (tiga) bulan

c. tidsk mclaksanakan tugas dan kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kebiiakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karena alasan yang Patuq

atau

f. terlibat dalam suatu pcrbuatatt yang melanggar

hukum.

(2) Pemberhentian Pejabat Fengelola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur

lebih lsnjut dengan Peraturan Bupati.



(1)

BAB ry
PENGELOMPOKAN FI'NGSI

Passl 20

Fungli pclayanan Puekcsmas Nawangsasi didasarkan

pada hmgsi pelayanan yang meliputi Upaya Ikschatan

Masyarskat (UKM), Upaya Keschatan Ferscorangan

(UIq, Jadngan Felayanan Puskesmas dan Jaringan

Fasyankes scrta frmgsi pendukung pclayanan.

Pasal 2l

Fungsi pendukung scbagaLnana tersebut pada pas8l 20

meliputi fungsi manqiemen puskesmas dan Satuan

Fcngawas Intcmal.

Pasal 22

Tugas pokok Satu8n Pengawas Intem.l:

a. mengawasi tcrhadap pelaksanaan dan opcrasional

BLUD Puskeeuns;

b. menilai pengendalian pcngelolaan dan

BLUD PuEkesmas; darr

c. membcrikan saran perbaikan kepada Kepa1a

Puskesmag.

FunSBi Satuan PengBnas Intemal adalah:

a. pelaksana pengawasan tcrhadap scgala kegiatan

BLUD Puskcsmas keuangan dan Pelayanan;

b. penelusuran kcbenaran laporan atau inlormasi

tenang penyimpangBn yang trrjadl dsn

c, trrmantausn tindak lsnjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fu ngsional.

sahran tbngawas Intemal dibentuk dan di t taPkan

dengan keputussn lcpala Puskesmas;

Satuan Fengawas Internal berkeduduksn dibawah

dan bertanggung jawab kepada IGpaIa Puskesmas;

Satuan Fengawas Intemal diangkat dan

diberhentikan oleh IGpala Puskesmas.

l2l
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BABV

PROSEDUR KEI'.JA

Pasal 23

(1) Prosedur kerja eetiap proscs pengetrolaan manajeriel

dan pelayanan telah didokumentasilGn dala'n

tudq Operuting Muft (Son. SOP tnerupakn

acuan bagi seluruh petugas di ddam melaksanakan

pekerjaan. Acuan pelaksanaan pckerjaan meruPakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan merupakan suatu standar baku dalsm

prosca bisnis Puskesmas schingga pelayanan kepada

scluruh pcnguna daPat mencapai standar yang

diinginkan.

(21 Prosedur Kerja sebagaimana dimsksud dsla'n pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peratuan

Bupati ini.

BAB VI

ESEIPMSASI

Pasd 24

(U Eselonisasi Fejabet Fengelola Puskegnas BLUD

disesuaikan dengan ketentuan pcraturarr perundsng-

undangan,

(2) Jika Pejabat Pengglola Puskeemas BLUD scbagaimana

dimrksud dalam ayat (f) berassl dari Non Fegewai

Negeri Sipil, rnal€ hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan di8esuaikan dengan kctentuan

peraturan Perundang-unda"l8rn.

I
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BAB VN

PENGEIOI.AAN ST'MBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Pengclolsan sumhr daya manusia E€bagaimana

dimaksud mcrupakan pengaturan dan kcbliakan yang

jelas mengenai sumbcr daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kuqlitatif/kompeEn untuk mendukung pencaPaian

tujuan organisasi secara efisien, efchif, dan

produktif.

(2) Sunber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehetan da.Ir tenaga non kesehatan.

(3) Jenk dan junlah tenaga kesehatan dan rcnaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbangksn jumlah pclayanan yang

diselenggarakan, jumlah penduduk dan

persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas

wilavah kerja, kercrsediaafl fasilitas pclayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waktu kerja-

(4) Jenis tcnaga kesehatan paling scdikit tcrdiri ataa:

a- dokter atau dokcr layanan primer;

b. dokrcr gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tcnaga keschatan rnagYaralBt

f. tsuga lingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli tcknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i. tenage kefarmasian; dan

j. perckam medik

(5) TenaSa non keschatan harus dapet mendukung

kegiratan ketatau8ahaan, admini3trasi keuangan,

si8tefi infornasi, dan kegiatan operasional train di

Puakesmas.

PAlxlF KOOFi;::,1!.;



(6) Tenaga keschatan di Pusk$mas harus bekerja scsuai

dengan standar profesi, standar peliayanen, stsndar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, scrta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan Pasien dengan memperhatikan

kesclamatan dan kcschatan dirinya dalsm bekerja.

(7) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki suxat izin praktik sesuai ketentuan

pcraturan pcrundang-undangan.

(8) Ictentuan mengenai Pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lsnjut dcngan Peraturan Bupati mulai

dari rekrutmen, s€leksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reuad. ptnistanant, sampai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

(1) Pcjabat pengplola BLUD dan pcgBwai BLUD dapat

diberikan remunerasi scsuai dengan tingkat

tanggungiawab dan tuntuta$ profesionalisme yang

dipedukan.

(2) Remunerasi scbagaimana dimsksud dalam ayat (U,

merupakan imbafan kerja yang dapat berupa gqii,

tunjanSan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prcstasi, pesangon dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi sebagaimana dimak8ud dalam ayat (l),

untuk BluD-Puskesmas ditetapkan olch Bupati

berdasarkan usulan pemimpin Bl,uD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas lcschatan.

(4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (sizel dan jumlsh aset yang dikelola

BLUD, tingkat pelayanan scrta produktivitaE;

b. pcrtimbangan p€r8amasnnya dcngan industri

pelayanan scjenis;

22
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(s)

(6)

c. kemampuan pendaPatsl BLt D bersangkutan;

dan

d. kincrja operasional BLUD yang ditetaPkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan sntara lain

indikator keuangan, pclayanan, mutu dan

marlaat bagi masYaral(at.

Remuneraci pejebat keuangan dan pejabat telrris

ditctapkan paling banyak scbesar 900/6 (sembilan

pufuh persen) dari remunerasi pcmimPin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLt D

sebagsimana dimaksud Pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator pcnilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basb inde$;

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(onpetencg indel;
c. risiko kerja (risk indaQ;

d. tingkat kegawatdaruratan (eneryetLy indql;
e. jabatan yang disandang (posirion indc:4; dan

f. hasil/capaian lone4a $nrfomone indal.
(A Basi pejabat pengelola dan Fgawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangsn mcngikuti

peraturan perundang-undangan tentang gsji dan

tunjangan PNS serta dapa.t diberikan tambahan

penghasilan sesuai rcmunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

(8) Pejabat pengelola yang dibcrhentikan scmcntara dari

jabatannya memperoleh penghasilan sebcsar 5O96

(lima puluh perscn) dari r€munerasi/honorarium

bulan terakht yang berlaku scjak tanggel

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

(9) Rcmuncrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibcrikan sesuai dengan lgYna"r'F ran kcuangart

daerah.

ilt '-__1*-"



BABIx
STANDAR PEIAYANAN MIMMAL

P^egl27

(1) Untuk menjamin ketrrsedisan, keterjangkaurn, datt

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bupati mcnct tr"kan standar pclayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupad;

(2) Standar pelaysnan minimal scbagaimane dimaksud

pada ayat (1) dapat diusulkan olch FmimPin BLUD.

(3) Standar pclayanan minimal sebagaimana dirnaksud

pa.da ayat (1) haru8 mempertimbanglran kualitas

pelayanan, pemerataan' dan keectaraan layanan serta

kemudahan untuk mendapatkan l,ayanan'

(4) Standar minimal harus memenuhi

pcrcJraratan:

a. fokus padajenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. r€levan dan dapat diandalkgn; dan

e. tcpat waktr.
(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dirnoketd

pada ayat (4) huuf a, mengutamakan kegiatsn

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan

tungsi BLUD.

(6) Terukur scbagaimarE dirnakcud pada ayat (4) huruf

b, merupaken kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinil,ai scsuai dengsn standar yang telah ditetapkan.

(7) Dapat dicapai eebagaimang dimaLrud pada ayat (4)

huruf c, merupa.kan kegiatan nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kema:apuan

dan tinglat pcmanfaatannya.

(8) Relevan dan dapat diandalkan, scbagaimana

diynekrud pada aJrat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejatan, berkaita.n dan dapat dipercaya untuk

menunjang tugas dan fungsi BLUD.
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(9) Tepat walctu sebagaimana dimaksud Pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang telah ditetaPkan.

BAB X
TARIF I.AYANAN

Pasal 28

(1) BLUD d.apat Bemungut biaya kcpada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/ atau jaaa layanan

yang dibcrikan.

(2) Imbalan atas barsng dan/atau jasa layanan

sebagaimana .li"nekaud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil

per investasi dana.

(3) Tarif sebageimana dirnakeud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari inv*tasi dana dan untuk

menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit

layaran.

(a) Tarif layanan sehgeimana dimahud pade ayat (2),

dapat bcrupa. besaraa tarif atau pols tarif scsuai jenis

layanan BLt D yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BLuD-Puskesmas diusulkan oleh

BLLID kepeda Bupati mclalui lGpala Dinas

Kesehatan.

(Q Tarif layanan sebagaioana dimaksud pada ayat (5),

dit tapkan dengan pcraturan Bupati dan

disampeikan kepa& pimpinsn DPRD.

(4 PenetaPan tarif layanan sebagaioana 'lirnatrst'd pada

ayat (6), memFrtimbanglcn kontinuitas dan

pengembanggn layanan, daya beu marvatakat, serts

kompetisi yang Echat.

(8) Bupati da.la.m menetapkan besaran tarif sebagaimana

,li'naksud pada ayat (6), dapat mernbentuk tim.

i f.ir a,r';''-ri;,,
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(9) Pembenh.rkan tiE sebagaimana dimaksud pada ayat

{8), ditctapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

berasal dari:

a. pembina trkniE;

b. pembina keuangan;

c. unsur perguruan tingi;
d. lembaga profesi.

(1O) Pereturan BuPati mengcnai tarif layanan BLUD dapat

dilakulen perubehan sesuai kebuhrhan dan

pcrkembangan keadaan.

(11) Pcrubahan tarif scbagaimana dimaksud pada ayat

(10), dapat dilakukan sccara kescluruhan mauprm

per unit l,ayanan.

(f2) Proaes perubahan tarif scbegaimana 'lirn'ksud Pada

ayat (1O) dan ayat (f1), memPertimbangkan

kontinuitas dan pcngembangan layanan, daya beli

masyara.kat, s€rte kornpctiBi yang schat.

BABxI
PENGEIOIIAN KEUANGAN

BaAian lGsatu

Pendapatan

Pasal 29

Pen&patan BLUD dapat bersurnber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil lrcrjasama dengan pihak lain;

d. APtsD;

e. APtsN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Fendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

scbagaimana ,li'y'qLsud pada ayat (1) hutuf a, b€rupa

imbalan yang diperoleh dari jasa l,ayanan yang

diberikan kepada masyarakat.

(r)
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(3)

(4)

Pendapatan BLLrD yang bereumber dati hibah

scbagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dirneksud pada ayat (1) huruf c, dapat bcruPa

pcrolehan dari kerjasama opcrasional' scwa menyewa'

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dali APtsD

sebagaimana dimaLsud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatart yang berasal dari otorisasi l$edit

anggaxan pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pembiayaan APBD.

Pendapatan BLUD yang bcrsumber dari APtsN

scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lqin-lain.

BLUD dalam melaksanakan angggran dekonaentrasi

dan/atau tugas pembantuan scbsgaimana dimaksud

pada ayat (6), proses pcngelolaan keuangan

diselenggaratan Becara terpisah berdasarkan

ketcntuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

kin-lain pcndapatan BLUD yang sah sebagaimana

dirnaltsud p6da 6yat (l) hurul f, antaxa lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak tcrpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayasn;

c. jasa giro;

d. pendapatan bungE;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah

mata uang aaing;

f. komiei, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/ataujasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(s)
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(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimara dimaksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlalukan sesuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, hurul b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daersl

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan,

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), mencakup seluruh biaya yang me4jadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelatsanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan, kegiatan pelayanan, dal kegiatan

pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dar kegiatan.

t 2A .t
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(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimalsud pada ayat (f2), dilakukan

dengan menerbitkan sPM Pengesahan yarg dilampiri

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signilikan dengan

perubahaa pendapat€n dalam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan seLain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaral biaya BLUD sebagaimana

dimalsud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimalsud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2O) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengar mempertimbangkan lluktuasi
kegiatan operasionsl BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimara dimaksud pada ayat

(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuarrgan Daerah,

(^
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(O Biaya operasional scbagaimana dirnaksud Pada ayat

(2), terdiri dari:

a. biraya Pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pclayanan scbagaimsna dimahud Pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya oPerssional yang

berhubr:ngan langsung dengan kegiatan p€layanan.

(8) Biaya umurn dan adminktrasi sebagaimana

dimelsud pada ayat (6) huut b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langoung

dengan kegiatan pelayanan.

(9) Biaya pelayanan scbagaimna dimalsud pada ayat (4,

terdid dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayarun;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya Pelayanan lain-

lain.

(fO) Biaya umum dan administrasi scbaggimffE pada

ayat (E), tcrdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya. pmmosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

(11) Biaya non oPerasional sebagairana a;rnnksud Pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya lrcrugian penjualan aect tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

! P....r. \F KCOF );j;)
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(22) Persentase ambang bata8 tertentu scbagaimana

dimaksud pads ayat (19), mempakan kebutulnn

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur'

rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

BaSian Ketiga

Perencanasn dan Pengangaran

Pasal 31

(U BLUD Ecnyusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Ren8tra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mcncakup Pcmyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran Pencapaian kinerja, rencana

pencapaian lirnr tahunan dan proyeksi teuangan

li6F tahurum BLt D.

(3) Visi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), memuat

suatu gatnbaran yang mensntang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

scsuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, aggr tujuan organisasi

dapat terlaksana scsuai dengan bidangnya dan

berhasil dcngan baik.

(5) Program strategis eebagBimana dimaksud Pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun walfir I (satu) sampai dengan 5 (lima)

tshun dengan memperhitungkan Potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kineda sebagaiosna

dimaksud pada ayat (2), memuat Pengukuan yang

dilakukan dengan menggambarkan pcncapaian hasil

kegiratan dengen disertai analisie atas faktor-faldor

intemal dan ekstemal yang memlrngaruhi

tercapainya kinerja.



(7) Rencana pencapaiar lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan sclama 5 (lima) tahun.

(8) Proycksi keusngan lima tahunan sebaggimana

.li"naksud pada ayat (21, memuat pcrkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

sclsma 5 0ima) tahun.

(9) Ren8tra bisnis BLUD sebagaimana rtimeksud pada

ayat (1), dipcrgunslGn sebagai dasar penyusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(10) BLUD menlrusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana ditnaLsud pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsiP anggsran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemempuan

pendapatan yang diperkiratan akan diterima dsri

nasyarat<at, badan lain' APBD, APBN dan aumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLLID.

(13) RBA sebageirnana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a, kinerja tahun berjalan;

b. asumsi "'ak o dan mikro;

target kinerja;

analisis dan perkiraan biaya satuan;

perkiraan harga;

anggaran pendapatan dan biaya;

besaran persentase ambsng bataE;

prognosa laporan keuangan;

perkiraan maju (foruord estimat4|

rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

ringkasan pendapatan dan biaya untuk

konsolidasi dengan RKA-Dinas K$€hatan/ APtsD.

c.

d.

e.

f.

s.

h.

i.
j.
k.
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(f4) RBA sebagaiEana dimaksud Pada ayat (13)' discrtai

dengan usulan pmgrarn, kegiatan, Etandar Pelayansn

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(15) Kinerja tahun berjalan scbagafumna dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faldor yang mernPengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. l,aporan keuaagan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapa.ian kinerja tahun

berjalan.

(16) Aeumsi mal<ro dan mikro aebagaimana dimcl€ud

pada ayat ( 1 3) huruf b, antara l,ain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palayanan.

(14 Target kinerja sebagaimana dimaksud pada syat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncana*an.

(f8) Analisis dan perkiraan biaya satuan scbagaimana

dimaksud pada ayat (fg) huruf d, merupatan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan yang dibcrikan, sctclah

memperhitungkan scluruh komponen biaya dan

volume barang d8n/atau jasa yang akan dihasilkan.

(f9) Perkiraan harga scbagEirena dirnqkrud peda ayat

(f3) hurul e, merupskan estimasi harga juaf Produk

barang dan/atau jasa s€telah

biaya pcr€atuan dafl tingkat margin yang ditcntukan

seperti tercermin dari tarif l,ayanan.

38 iiir ,
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(20) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan daLam

satuan uang yartg tercemin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase aInbang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimalsud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan sep€rti tercarmin pada

laporan operasional, neraca, darr laporan arus kas.

(23) Perkiraan maju lforutard estimatel sebagaimara

dimaksud pada ayat (13) hurul i, merupakan

perhitungan kebututran dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikar kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan /APBD sebagaimsna

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (12) disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimalsud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

f 34
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(2E) RBA Bebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dieampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Keschatan'

(29) RKA-Dinas Keschatan beB€rta RBA scbagaimana

dimaksud Pada ayat (28), disampaikan kePada

Fejabat Pengelola Kcusngan Daerah (PP!(D).

(3O) RBA scbagaimana dimsksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatsn beserta RBA sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (29), olch PFKD disaopaikan

kepada Tim Anggaran Pemcrintah Daerah ([APD)

untuk ditrakukan penelaahan.

(31) RBA yang t€lah dilalnrkan penelaahan olch TAPD

sebagaimana tlimeLsrrd pada a1rat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalern Rancangan

Peraturan Daerah tentang APtsD.

(321 Sctelah Rancangan Peratulan Daerah tentang APtsD

sebagaimana dirnrkrud dal,am ayat (3f) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLID

melakukan penyesuaian terhadap RBA unhrk

diietapkan menjadi RBA definitif.

(33) RBA definitif sebagaimana dirnaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai daear pen5rusunan DPA-BLUD untuk

diajukan kepada Pejabat llengelola Keuangan Dacrah.

BaSien Keempat

Felakssnaan Anggaran

Fasal 32

(U DPA-BLLTD sebageimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah darl kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasifkan.

(2) PPKD mengesahksn DPA-BLUD sebagsi dasar

pelaksanaan anggaran.

ll. r---J;l



(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

(a) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimarra dimaksud dalam ayat (2), meqjadi dasar

penarikan dana yalg bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimal<sud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar setisih

(mismatctl) jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang dihampkan dengan

jumlah pengeluaraa yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yarrg telah ditetapka!

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD meqiadi tampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangad oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pedanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupalar manifestasi hubungan ke{a antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kineqe. (@ntrafr.tal performane

agrcemenq-

(f0) Dafam perjanjian kinerja sebagaimala dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengeloLa dana s€suai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

t 36
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(1U Perjanjian kinerja sebagaimana ditnsksud Pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatlGn:

a. kinerja pelayanan baAi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakal

Bagian K6tim"

Akuntansi, Pclaporan dan Pcrtangungiawaban

Pasal 33

(fl BLUD mcncrapkan sistcm inforrrgei nanajcrnen

kcuangan scsuai dengan kebutuhan praldik bisnis

yar8 EchaL

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

(3) Penyclenggaraan akuntansi dan laporan keuangan

scbagaimana .liynaksud pada ayat (1), menggunalon

basis a&rual baik dalam pengaklun pendaPatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangkan dan meneraPkan siBtcm

akuntansi dengan berpedoman pada stsnder

akuntansi yang bertraku untuk BLUD yanA

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pa8d 34

(1) Lsporan keuangan BLIrD terdid dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanqEl tertentu;

b. laporan opcrasional yang bcriBi informasi jumlah

pendapatan dan biaya BLt D selama satu pcriode;

I Pr!:{F I{OORDII j-11
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c. laporan arus kas Jrang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan atltivitas pendanaan dan/atau pcmbiayaan

yang menggambarkan saldo as'al, pcnerimaan,

pengcluaran, dan satdo athir kas sclama periode

tertentu; datr

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam laporan teuanggn.

(2) Iaporan keuangan sebagaimana dimeksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

informasi p€ncapaisn hasil/ kcluaran BLUD.

(3) Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diraudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(a) Seti.fr triwulan BLuD-Puskesmas menyusun dan

menysmpaikan laporan operasional dan l,aporan arus

kas kepada PPIC) melalui lGpala Dinas Kesehatan,

pdhg lambat 15 (lima bel,as) hari sctclsh periode

pelaporan berakhir.

(5) Setiap semesteran dan tahunan BlUD-Puskesmas

wajib men1rusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang tcrdid dari laporan

opcrasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan discrtai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas lGeehatan unhrk

dikonsolidasikan ke delarn laporan keuangan Dinag

Kesehatan dan pcmerintah daerah, pafing lambat 2

(dua) bulan s€telah periode pelaporan berakhir.

(6) Penyusunan laporan keuangan scbsgaimana

dimsksud dalam ayat (4) dan ddam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilskuka"r bcrdasarl<an

Btandar akuntansi pemerintah.
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BAB XII

PENGEI.OIAAN SUMBER DAYA IAIN

Passl 35

(1) Sumbcr daya lain a.{,lqh selutarh aset danr kcgiatan

yang menghasilkan pcndapatan dihrar peldapatan

olrrasional dan dikclola olch Rrskcsmas.

(2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pclayanan dan operasional scrta

kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

(3) Pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala

(4) Sistem pengelolaan sumber daya lain disusu.lkan oleh

IGpala Puskesmaa melalui Kepala Dines Kesehatan

untuk ditetaplGn dengafl Peraturan BuPati.

BAB XIII

PENGEIOI.AAN UNGKUNGAN

Pasd 36

(f) Detam mcnjaga kelestarian lingkungan, Puslresmas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui

pcnJrusunan UPL (Upaya Fcngclolaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungsn) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan limbah s6foogairneYra 'limaksud pada ayat

(U meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pcngawasan, dan pengendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secara nasional dan rcgional

meliputi pengplolaan sccara kimiawi, fisik dan biologis

scbelum dibuang ke lttgkungan.

(4) Dalam mengelola limbah padat (sampah), hrskcsmag

wajib memisahkan sa.mpah medis dari sanpah non

medis.

(5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan'



BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

(f) Pembinaan teknie PuskesDoae ditakukaa oleh KePele

Dinas IG8ehatan,

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas aihh'lrqn oleh

Ibjabat lrengelola Keuangan Daera} (PPKD).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

(1) Fengasasan Puskesmas dilakukan oleh Inspclrtot'at

Kabupeten.

(2) Pengawasan orpcrasional dapa.t .lihkrrlon oleh Satuan

Fenganas Internal (SPI),

BAB)(v
EVALUASI DAN PEMI,AIAN KINER,IA

Pasal 39

(1) Evaluasi dan penilaian KiDerja BLUD-PuskesEas

rlilalnrkari setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

kcuangan dan non kcuanggn.

(2) Evaluasi yang dilakukan acbagairnna dirnakeud pada

ayat (U, aipergunakan untuk mengukur tingkat

pencapaian hasil PPK-BLUD scbagaimarla ditetapl€n

dalam Rencana Stratcgis Bisnis Eenstra Bisnis) dan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).



BAB 
'(VIKEIENTUAN I,AIN.IAIN

Pasal 40

Bupati berwenang untrk menetapkan bcrbsSai ket€ntuan

dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan pola

tata &elola ini, yang mcliputi Fcraturan Arskcsmas,

Peraturan trntang ketmagaan, serta peraturan lain yang

tidak dicantumkan dalo"n pola tata kelola ini atas usulan

Kepala Puskcsmas.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan id berlaku scjak tanS8al ditetapkan.

Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan

PengundangBn Feraturan Bupati ini dengEn

penempatannlra dalarn Bcrita Daerah l(abupeten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Mlare Beliti
oada tanqEal E kfrqdr' 2olg

RAWAS,

ACIAN

Diundand<an di Musra Bcliti
pada ta;sal ( kplt*ln zo:e
SEKREf,ARIS DAERATI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR.A

KABI,'PATEN MUSI RAWAS,

4l
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IAMPIRANtr : PERATI'RAN BT'PATI MUSI RAN'AS
r{oMoR . fi TAHI'N 2019
TBNTANG TATA NEI.oIA MDAN
IAYAMN I,,MT'I[ DAERAH PN)A
PUSAT XESEHATAN UASYARATAT
NA{TANGSAfII KABT'PATBN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KEzuA PUSKESMAS NAWAI{GSASI

SOP Fclayanan

A SoP Fda Upaya l(csehat n Femrangan (uKPl pusla&nas

Nawangsasi

1. SOP Fclayanan Gawat Darurat;

a- SOP Fencrirlsan Pasicn;

b. SOP Feoulangan Farien; dan

c. SOP Feobryaran Fasi€rl:

U Tunai

2) Non Trrnai

2. SOP Felayanan Rawat Jelen;

a. SOP kncrimaan Pasi€n;

b. SOP Femulangan Pasico; dan

c. SOP ftmbeyaran Pasien:

r) ftnai
2) Non I\rnai

3. [tOP Felayanan Rawet l'".J.;

a. SOP Fcacriraan pasierr

b. SOP Fcmulaagaa Pasien

c. SOP Fcrnbayatan Pasicn

1) funai
2) Noa Tt&ai

4. SOP Fcrmlinan;

5. SOP Fetayanan tabomtorium Sede|ttaf,q;

6. SOP Fclayanaa Farmasi;

7. SOP hleyanan Gizl
8. SOP hlayaran Pasieo l(ehrarga Miakin;

9. SOP ktayanan Rekam Mcdik

lO. SOP kngelolaa.n Limbah;

- Jl . SOP Aduinistrasi d.rt Man4icmcn;
PARAF KOORDIIiI,,SI



12. SOP Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;

13. SOP Pelayanan Lanfugi
14. SOP Femeliharaan;

15. SOP Fencegahan dan nengendafian Infeksi; d8n

16. SOP Felaryanan tGananan.

B. SOP pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puakesmas

Nawangsasi

1. SOP Felayanan Kes€hatan lbu H"inil;
2. SOP Pelayanan Keschatsn Ibu Bersalin;

3. SOP PeLayanan Kesehatan Bayi Baru khir;
4. SOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. SOP Pel,ayanan Kesehatan pada UEia Pendidikan Dasar;

6. SOP Fel,ayanan lcsehatan pada Usia Produlfti*

7. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia L€njuq

8. SOP Petayanan lcsehatan Penderita Hipertensi;

9. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Diabete8 Melitus;

lO. SOP Pelayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

l1.SOP Felayanan Kesehatan Orang dengan Trrberkulosis flts);
dsn

12. SOP Pelayanan l(esehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

II. SOP Selain Pela]ranan

A. SOP Pegawai

1. SOP Relimritmcn Fegawai;

2. SOP Fengcmbangan dan Konpetensi; dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

l. SOP Fengadasn

2. SOP Pemeliharaan

RAWAS


